PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR
16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
(REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA.

ABSTRAK :

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bima perlu dilakukan pemberian Reward dan
Punishment untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan kedisiplinan
individu atau pegawai serta meningkatkan kualitas layanan dengan
memberikan apresiasi atas prestasi dan memberikan efek jera bagi
pelanggaran, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan
organisasi secara keseluruhan dan meningkatkan kepuasan publik.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bima ini adalah :

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang
— Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Undang — Undang Nomor 20
Tahun 2023 Tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahn Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mamajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tuga, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia



CATATAN :

Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 343); Peraturan Badan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai
Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bima Nomor 16 Tahun 2025 diatur tentang:

Menetapkan pemberian Reward dan Punishment Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian Reward dan Punishment di KPU Kabupaten Bima sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU untuk memberikan dorongan positif
sebagai motivasi bagi ASN agar bekerja lebih baik dilingkungan KPU
Kabupaten Bima.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, di Bima pada
tanggal 14 Maret 2025.



